KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, yang  menyatakan bahwa
penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan
pernyataan  kesanggupan = penyelenggara  dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;

bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas
petugas pelayanan, kepuasan masyarakat/pengguna
jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan
menyeluruh, maka perlu ditetapkan maklumat
Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan
publik;

Bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan
Maklumat Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 708);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonsia
Tahun 2020 Nomor 442);
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Memerhatikan
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Intansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 456);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236).

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar
Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

“Kami Pimpinan Dan Staf Pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Menyatakan”:
1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar
pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan
melakukan perbaikan secara berkelanjutan;

M 3. Apabila tidak menepati janji ini maka kami siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KEDUA Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh
penyelenggara pelayanan publik pada lingkup Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
™ Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
fisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
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